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WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 23 TAHUN 2021 

 

 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN  

BARANG MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah 
dalam bentuk pemindahtanganan barang milik daerah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar yang tertib, 
terarah, efektif, efisien, optimal dan akuntabel;  

b. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota 
Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah, menyatakan barang milik daerah yang tidak diperlukan 

bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat 
dipindahtangankan; 

c. bahwa guna memberikan acuan dalam pelaksanaan 
pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, 

tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah 
daerah perlu disusun tata cara pelaksanaan pemindahtanganan 
Barang Milik Daerah;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota Banjar tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4244); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor  114,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

5. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar 
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13); 

6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Banjar Nomor 22); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar selaku Pemegang 
kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah. 
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7. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang 

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
melakukan koordinasi pengelolaan BMD. 

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat 

Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku 
pejabat pengelola keuangan daerah. 

10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan BMD. 

11. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang 

melaksanakan satu atau beberapa program. 

12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah 

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

13. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa 

Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD 

yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

14. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian. 

15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang 
milik daerah. 

16. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak 
lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 

17. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik 

daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara 

pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima 
penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit 

dengan nilai seimbang. 

18. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, 

atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa 
memperoleh penggantian. 

19. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan 
kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang 

tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan 
usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki 

daerah. 

20. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan 

bukti kepemilikan atas barang milik daerah. 

21. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh barang 

milik daerah. 



4 
 

22. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data BMD 

yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 

23. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat 

data BMD yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna 
Barang. 

24. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP  

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah Tata Cara 

Pelaksanaan Pemindahtanganan BMD di Pemerintah Daerah.  

 

BAB III 

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB   

 

Bagian Kesatu 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD 

 

Pasal 3 

(1) Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMD. 

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab: 

a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD; 

b. menetapkan pemindahtanganan BMD; 

c. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang 
memerlukan persetujuan DPRD; dan  

d. memberikan persetujuan/penolakan usul 
pemindahtanganan, BMD sesuai batas kewenangannya. 

 

Bagian Kedua 

Pengelola Barang 

 

Pasal 4 

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan 
bertanggung jawab: 

a. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan 

persetujuan Wali Kota; dan 

b. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah 

disetujui oleh Wali Kota atau DPRD. 
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Bagian Ketiga 

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang 

 

Pasal 5 

(1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab 

mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD 
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan 

persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ 
atau bangunan. 

(2) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan 

dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang. 

 

BAB IV 

PEMINDAHTANGANAN 

 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum   

 

Pasal 6  

(1) BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 
pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. 

(2)  Bentuk pemindahtanganan BMD meliputi: 

a.  penjualan; 

b.  tukar menukar; 

c.   hibah; atau 

d.  penyertaan modal pemerintah daerah. 

 

Pasal 7  

(1) Dalam rangka pemindahtanganan BMD dilakukan penilaian. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
untuk mendapatkan nilai wajar. 

 

Bagian Kedua 

Persetujuan Pemindahtanganan 

 

Pasal 8  

(1)  Pemindahtanganan BMD yang  dilakukan  setelah mendapat 
persetujuan DPRD untuk: 

a.  tanah dan/atau bangunan; atau 

b.  selain  tanah  dan/atau  bangunan  yang  bernilai  lebih  

dari Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah). 



6 
 

(2)  Pemindahtanganan BMD berupa tanah  dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak 
memerlukan persetujuan DPRD, apabila: 

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau 
penataan kota; 

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan 
pengganti sudah disediakan dalam dokumen 

penganggaran; 

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah 
daerah yang bersangkutan; 

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau 

e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, 

yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak 
secara ekonomis. 

 

Pasal 9  

Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh 
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota. 

 

Pasal 10  

(1) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan 

yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah 

mendapat persetujuan Wali Kota. 

(2) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan 

yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan DPRD. 

(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam 

bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal. 

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan 
dalam bentuk hibah. 

(5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Wali Kota. 

(6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat  (2) dilakukan per tiap usulan. 
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Bagian Ketiga 

Penjualan 

 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

 

Pasal 11  

(1) Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih 
atau tidak digunakan/dimanfaatkan; 

b. secara  ekonomis  lebih  menguntungkan  bagi  
daerah  apabila dijual; dan/atau 

c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) BMD yang tidak digunakan/dimanfaatkan    sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BMD yang tidak 

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh 
pihak lain. 

 

Pasal 12 

(1) Penjualan  BMD dilakukan  secara  lelang,  kecuali dalam 
hal tertentu. 

(2) Lelang,  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  

penjualan BMD yang terbuka untuk umum dengan 
penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang 

semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga 
tertinggi. 

 

Paragraf 1 

Objek Penjualan  

 

Pasal 13  

(1) Objek  penjualan  adalah  BMD yang  berada  pada 
Pengelola Barang /Pengguna Barang, meliputi: 

a. tanah dan/atau bangunan; dan  

b. selain tanah dan/atau banguan. 

(2) Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
dengan persyaratan sebagai berikut: 

a. memenuhi persyaratan teknis: 

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara 

ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila 
barang milik daerah dijual, karena biaya operasional 
dan pemeliharaan barang  lebih besar dari pada 

manfaat yang diperoleh; dan 
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c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak 

terdapat permasalahan hukum. 

(3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

antara lain: 

a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah  tidak sesuai 

dengan tata ruang wilayah; 

b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak 

dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah; 

c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan 

pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan 
perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang 

bersangkutan; 

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau 

e. barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak dapat 
dilakukan penetapan status penggunaan atau 
pemanfaatan. 

(4) Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 

dengan persyaratan sebagai berikut: 

a. memenuhi persyaratan teknis: 

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara 
ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah 
daerah apabila BMD dijual, karena biaya operasional 

dan pemeliharaan barang  lebih besar daripada manfaat 
yang diperoleh; dan 

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik 
daerah tidak terdapat permasalahan hukum. 

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a antara lain: 

a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan 

karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; 

b. barang milik daerah secara teknis tidak dapat 

digunakan lagi akibat modernisasi; 

c. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan 

dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam 
spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, 
dan lain-lain sejenisnya; atau 

d. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan 
dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam 

timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut 
dalam penyimpanan atau pengangkutan. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Paragraf 2 

Tata Cara Penjualan BMD 

 

Pasal 14 

Penjualan  BMD sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 12  

ayat (1) dilakukan dengan tata cara: 

a. Pengguna   Barang   melalui   Pengelola   Barang   

mengajukan usul  penjualan BMD selain  tanah  dan/atau 
bangunan  kepada  Wali  Kota  disertai  pertimbangan  
aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; 

b. Wali Kota meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya 
penjualan   barang   milik   daerah   selain   tanah   

dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan 
yuridis; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan Wali Kota dapat 
menyetujui dan menetapkan barang milik daerah selain 

tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas 
kewenangannya; dan 

d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD, 
Wali Kota mengajukan usul Penjualan disertai dengan 

pertimbangan atas usulan tersebut. 

 

Bagian Ketiga 

Tukar Menukar 

 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

 

Pasal 15 

(1) Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. untuk   memenuhi   kebutuhan   operasional 
penyelenggaraan pemerintahan; 

b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan 

c. tidak tersedia dana dalam APBD. 

(2) Tukar  menukar sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  
ditempuh apabila   pemerintah   daerah   tidak   dapat   
menyediakan   tanah dan/atau bangunan pengganti. 

(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tukar menukar dapat dilakukan: 

a. apabila BMD berupa tanah dan/atau bangunan sudah 
tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan 

kota; 

b. guna menyatukan BMD yang lokasinya terpencar; 

c. dalam  rangka  pelaksanaan  rencana  strategis  

pemerintah pusat/pemerintah daerah; 
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d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila 

objek tukar menukar adalah barang milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau 

e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, 
atau ketentuan peraturan perundang-undangan, 

apabila  objek tukar menukar adalah barang milik 
daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

(4) Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lainnya; 

c. Badan  Usaha Milik  Daerah; 

d. Pemerintah Desa; atau  

e. Swasta. 

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e 

adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun perorangan. 

 

Pasal 16  

(1) Tukar menukar BMD dapat berupa: 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Wali 
Kota; 

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada 
Pengguna Barang; dan 

c. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2)  Tanah dan/atau bangunan yang  berada pada  Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

antara lain tanah dan/atau bangunan     yang     masih     
dipergunakan     untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang 
wilayah atau penataan kota. 

(3)  Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Pengelola Barang. 

 

Pasal 17 

Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian 

berdasarkan: 

a. aspek teknis, antara lain: 

1. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan 

2. spesifikasi barang yang dibutuhkan; 

b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang  

milik daerah yang dilepas dan nilai barang  pengganti; 

c. aspek yuridis, antara lain: 

1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan 

2. bukti kepemilikan. 
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Pasal 18 

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang  setelah 
mendapat persetujuan Wali Kota sesuai dengan 

kewenangannya. 

 

Paragraf 2 

Tata Cara Tukar Menukar BMD 

 

Pasal 19  

(1) Tukar  menukar  BMD sebagaimana  dimaksud dalam  

Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b,  dilaksanakan 
dengan tata cara: 

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang 
mengajukan usul tukar menukar BMD berupa tanah 

dan/atau bangunan kepada Wali Kota disertai 
pertimbangan dan kelengkapan data;  

b. Wali Kota   meneliti   dan   mengkaji   pertimbangan   

perlunya tukar menukar BMD berupa tanah dan/atau 
bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat 

menyetujui dan menetapkan BMD berupa tanah 
dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan; 

d. proses persetujuan Tukar Menukar BMD berupa 

tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan 
berpedoman pada ketentuan sebagaimana  dimaksud 

dalam Pasal 8 dan Pasal 9; 

e. Pengelola Barang melaksanakan tukar menukar 

dengan berpedoman pada persetujuan Wali Kota; dan 

f. Pelaksanaan  serah terima barang yang dilepas dan 
barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara 

Serah Terima Barang. 
(2) Tukar  menukar  BMD sebagaimana  dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara: 

a. Pengguna Barang mengajukan usul tukar menukar 

BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada 
Pengelola Barang disertai alasan dan 
pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian 

tim intern instansi Pengguna Barang; 

b. pengelola   barang   meneliti   dan   mengkaji   

pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan 
yuridis; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang 
dapat menyetujui usul tukar menukar   BMD selain   

tanah   dan/ atau bangunan sesuai batas 
kewenangannya; 
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d. proses persetujuan Tukar Menukar BMD selain tanah 

dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman 
pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10; 

e. Pengguna Barang melaksanakan tukar menukar 

dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola 
Barang; dan 

f. pelaksanaan    serah    terima    barang    yang    
dilepas    dan barang pengganti harus dituangkan 
dalam berita acara serah terima barang. 

 

Pasal 20 

(1) Barang  pengganti tukar menukar dapat berupa: 

a. barang  sejenis; dan/atau 

b. barang  tidak sejenis. 

(2) Barang  pengganti utama tukar menukar barang milik 
daerah berupa tanah, harus berupa: 

a. tanah; atau 

b. tanah dan bangunan. 

(3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik 
daerah berupa bangunan, dapat berupa: 

a. tanah; 

b. tanah dan bangunan; 

c. bangunan; dan/atau 

d. selain tanah dan/atau bangunan. 

(4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) harus berada dalam kondisi siap digunakan pada 
tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar atau 

Berita Acara Serah Terima (BAST). 

 

Pasal 21 

(1) Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.  

(2) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat: 

a. identitas pihak; 

b. jenis dan nilai barang milik 

daerah; 

c. spesifikasi barang pengganti; 

d. klausal   bahwa   dokumen   kepemilikan   barang      

pengganti diatasnamakan pemerintah daerah; 

e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar; 

f. hak dan kewajiban para pihak; 

g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeure); 

h. sanksi; dan 

i. penyelesaian perselisihan. 
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(3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar 

menukar dengan Wali Kota. 

 

 

Bagian Keempat 

Hibah 

 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

 

Pasal 22 

(1) Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk 

kepentingan: 

a. sosial; 

b. budaya; 

c. keagamaan; 

d. kemanusiaan; 

e. pendidikan yang bersifat non komersial; 

f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan 

daerah. 

(2) Penyelenggaraan   pemerintahan     pusat/daerah     

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah 
termasuk hubungan antar negara, hubungan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan 

antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga 
internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah. 

 

Pasal 23 

(1) BMD dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan: 

a. bukan merupakan barang rahasia negara; 

b. bukan merupakan barang   yang menguasai hajat 

hidup orang banyak; atau 

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah 
ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah. 

 

Pasal 24 

(1) Hibah dapat berupa: 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan 
kepada Wali Kota; 

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada 

Pengguna Barang; dan 



14 
 

c. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna 

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara 

lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal 
pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang 

tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c  meliputi: 

a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 
yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan 

b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 
yang lebih optimal apabila dihibahkan. 

(4) Penetapan BMD yang akan dihibahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota. 

 

Pasal 25 

(1) Berdasarkan keputusan Wali Kota tentang Penetapan 

Hibah BMD, Kepala  Perangkat Daerah dan pihak penerima 
hibah menandatangani naskah hibah. 

(2) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat sekurang-kurangnya: 

a. identitas para pihak; 

b. jenis dan nilai barang  yang dilakukan hibah; 

c. tujuan dan peruntukan hibah; 

d. hak dan kewajiban para pihak; 

e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban 

kepada pihak penerima hibah; dan 

f. penyelesaian perselisihan. 

(3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Pengelola Barang melakukan serah terima barang  
milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan 

dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang  
mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah 

yang telah dihibahkan. 

 

Pasal 26 

(1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah: 

a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, 

lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang 
bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, 

anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis 
dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga 
yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud; 

b. pemerintah pusat; 

c. pemerintah daerah lainnya; 
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d. pemerintah desa; 

e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana 
alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau 

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal: 

a. Barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa 

dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa;  

b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh 

pemerintah daerah kota dikembalikan kepada desa, 
kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. 

 

Paragraf 2 

Tata Cara Pelaksanaan Hibah  

 

Pasal 27 

(1) Hibah BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24    
ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara: 

a. Pengguna   Barang   melalui   Pengelola   Barang   
mengajukan usul hibah  barang  milik  daerah  
berupa  tanah  dan/atau bangunan kepada Wali Kota 

disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data; 

b. Wali  Kota  meneliti  dan  mengkaji  usul  hibah  

barang  milik daerah berdasarkan pertimbangan dan 
syarat lain yang ditentukan; 

c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat 
menyetujui dan/atau menetapkan barang milik 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 
dihibahkan; 

d. Proses  persetujuan hibah  dilaksanakan dengan  
berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5; 

e. Pengelola  Barang  melaksanakan  hibah  dengan  
berpedoman pada persetujuan Wali Kota; dan 

f. Pelaksanaan   serah   terima   barang   yang   dilepas   

harus dituangkan dalam berita acara serah terima 
barang. 

(2) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata 

cara: 

a. Pengguna Barang mengajukan usul hibah barang 
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada 

Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan 
data, dan hasil pengkajian tim intern instansi 

Pengguna Barang; 
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b. Pengelola Barang  meneliti  dan  mengkaji usul  

hibah  barang milik Daerah berdasarkan 
pertimbangan dan syarat lain yang ditentukan; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang 

dapat menyetujui usul hibah barang milik daerah 
selain tanah   dan/atau   bangunan sesuai batas 

kewenangannya; 

d. Pengguna  Barang  melaksanakan  hibah  dengan  
berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan 

e. pelaksanaan serah  terima  barang  yang  
dihibahkan  harus dituangkan dalam berita acara 

serah terima barang. 

 

Bagian Kelima 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

 

Pasal 28 

(1) Penyertaan  modal  pemerintah  daerah  atas  BMD 
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan 
peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau 

badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya 
sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi 

Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya 
yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan 

pemerintah; atau 

b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh 

Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya 
yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun 
yang akan dibentuk.  

(3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

(4) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) yang telah disertakan  dalam  penyertaan  modal  

pemerintah  daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah 
atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi 
kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 29 

(1)  Penyertaan  modal  pemerintah  daerah  atas  barang  
milik  daerah dapat berupa: 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Wali 
Kota; 

b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau  

c. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Penyertaan  modal  pemerintah  daerah  atas  barang  
milik  daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 

persetujuan Wali Kota, sesuai batas kewenangannya. 

 

Pasal 30 

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan 

berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan 
modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 2 

Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan  

Modal Pemerintah Daerah atas BMD 

 

Pasal 31  

(1) Penyertaan   Modal   Pemerintah   Daerah   atas   BMD 
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a 

dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara: 

a. Pengguna   Barang   melalui   Pengelola   Barang   

mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
atas BMD berupa   tanah   dan/atau   bangunan   

kepada   Wali Kota disertai dengan pertimbangan dan 
kelengkapan data; 

b. Wali Kota meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna 

Barang  berdasarkan pertimbangan dan syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat 
menyetujui dan/atau menetapkan barang milik daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 
disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah; 

d. proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada 

ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10; 

e. Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada 

persetujuan Wali Kota; 

f. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
dengan melibatkan instansi terkait; 
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g. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan 

Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan 

h. Pengelola  Barang  melakukan  serah  terima  barang  

kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum 
lainnya yang dimiliki  yang  dituangkan  dalam  berita  

acara  serah  terima barang setelah Peraturan Daerah 
ditetapkan. 

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c 
dilaksanakan dengan tata cara: 

a. Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan 

kepada  Pengelola Barang disertai pertimbangan, 
kelengkapan data,  dan hasil pengkajian tim intern 

instansi Pengguna Barang; 

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan 

oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan 
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; 

c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang 

dapat menyetujui usul Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang 
diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas 

kewenangannya; 

d. Pengelola Barang menyiapka Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
dengan melibatkan instansi terkait; 

e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan 
Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; 
dan 

f. Pengguna  Barang  melakukan  serah  terima  barang  
kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum 

lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam 
berita   acara   serah terima barang. 

 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN  

 

Pasal 32 

Pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang sudah dalam 
proses sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan masih 

dapat diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
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BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN  

 

Pasal 33 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:  

a. permohonan pemindahtanganan BMD yang telah diajukan 
oleh Pengguna Barang kepada Wali Kota dan belum 

memperoleh persetujuan, proses selanjutnya mengikuti 
ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan  

b. persetujuan pemindahtanganan BMD yang telah 

diterbitkan oleh Wali Kota atau Pengelola Barang sesuai 
ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah, dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya 

mengikuti ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Banjar. 

 

Ditetapkan di Banjar  

pada tanggal 3 Mei 2021  

WALI KOTA BANJAR  

 

 

ADE UU SUKAESIH  

Diundangkan di Banjar  

pada tanggal 3 Mei 2021  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR  

 

 

ADE SETIANA  

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 23 

 


